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Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis K ementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bisang
pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan transformasi digital dalam menjalankan
pelayanan pemasyarakatan. Transformasi digital sejalan dengan tata kelola data dan informasi yang baik
dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan peraturan satu data |ndonesia dan sistem pemerintah
berbasis elektronik menjadi pedoman instansi pemerintah dalam pertukaran data dan penggunaan sistem
informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut dokumen cetak biru Tl Ditjenpas belum
memiliki tata kelola data yang mengakibatkan beberapa data tidak valid dan tidak sesuai yang membuat
kurangnya kualitas data. Dengan adanya tata kel ola data memudahkan organisasi dalam mengelola data agar
mendapatkan data yang terstandar dan berkualitas untuk menyelesaikan permasal ahan yang ada. Metode
yang digunakan dalam perancangan data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada
Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pada penelitian ini melakukan pengukuran tingkat
kematangan data governance untuk mengetahui peta kemampuan organisasi dalam menerapkan data
governance, selanjutnya melakukan pemetaan peran, aktivitas, dan tanggungjawab, serta melakukan
perancangan struktur organisasi data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perancangan data
governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan mangjemen data governance dalam mendukung
kepatuhan terhadap regulasi.

...... The Directorate General of Correctionsis the technical implementing element of the Ministry of Law
and Human Rights, which has the task of formulating and implementing policies and technical
standardization in the correctional sector. The Directorate General of Corrections carries out digital
transformation in correctiona services. Digital transformation aligns with good data and information
governance in achieving organizational goals. Based on the Indonesian one data regulation and an

el ectronic-based government system, it becomes a guideline for government agencies in exchanging data
and using information systems in carrying out their primary duties and functions. According to the IT
blueprint document, Ditjenpas does not yet have data governance, resulting in invalid and inappropriate data
and alack of data quality. With data governance, it is easier for organizations to manage datain order to
obtain standardized and quality data to solve existing problems. The method used in designing data
governance at the Directorate General of Corrections refersto as the Data Management Body of Knowledge
(DMBOK). In this study, to measure the maturity level of data governance to determine the map of the
organization's ability to implement data governance, then to map roles, activities, and responsibilities, and to
design the organizational structure of data governance at the Directorate General of Corrections. Data
governance design can be a solution to prepare data governance management to support regulatory
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compliance.



